PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | SUMATERA UTARA

Menimbang > a.

Mengingat - 1.

bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah satu
objek Retribusi Daerah;

. Bahwa untuk pengaturan pemungutan Retribusi atas

pemakaian kekayaan Daerah, perlu menerbitkan Peraturan
Daerah, Proponsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia

Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 11974
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara 3209) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037) ;

6. Peraturan......



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);

7. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedure Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

14.Peraturan Dareah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara
Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Utara.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA
UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Utara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara;

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Sumatera Utara;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;

Retribusi Jasa Usaha ada Retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta;

. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya

dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah
dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian
kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa kekayaan Daerah;



Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh
wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
tetribusi Daerah;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan;

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda;

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
wajib retribusi;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerabh;

. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya;



BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut

Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah semua pemakaian kekayaan Daerah

yang terdiri dari :
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tanah pemasangan saluran Telepon;

tanah pemasangan pipa saluran air bersih PDAM;

tanah pemasangan pipa saluran air limbah/drainase;
tanah pemasangan saluran listrik;

tanah pemasangan saluran gas;

tanah pemasangan papan reklame;

tanah pemasangan kain rentang/spanduk;

tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau industri;
tanah pembuatan jalan ke pompa bensin;

pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan
bangunan tidak permanen;

pemakaian tanah untuk pertanian;

pemakaian laboratorium pengujian mutu hasil perikanan;

. pemakaian gedung Diklat Pegawai Negeri;

pemakaian gedung rumah dinas;
pemakaian gedung lainnya;
pemakaian alat-alat besar/berat yang terdiri dari :
1) crawler tractor komatsu B31 A-16
2) motor grader

- komatsu GD 32 RC

- mitsubishi LG -2 H

- komatsu GD 37-5H
3) wheel roader

- kobelco BK 300

- komatsu W 70

- catarpillar 920

4) road ....



